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Nabilah Wardah. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Pusat Kajian 
Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Jalan Jenderal Gatot 
Subroto, Senayan, RT.1/RW.3, Gelora, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu 
Kota Jakarta, 10270. PKL dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan 
tanggal 20 September 2019 atau selama 43 hari kerja. Program Studi S1 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  
 
Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi praktikan adalah untuk menambah 
pengalaman dan mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja yang 
sebenarnya dan untuk mendapatkan wawasan yang tidak didapatkan selama 
perkuliahan, sehingga praktikan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan 
dalam dunia kerja yang sesuai dengan bidangnya. 
 
Tugas yang diberikan kepada Praktikan antara lain: mengurus dokumen-dokumen 
belanja yang sifat pembayarannya adalah Ganti Uang (GU) dan Pembayaran 
Langsung (LS), dan mengurus kas kecil (petty cash). Dari pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) ini, praktikan mengetahui bagaimana sistem pengelolaan 
keuangan yang ada di Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan 
Keahlian DPR RI.  
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Nabilah Wardah. Internship Report at Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal 
dan Badan Keahlian DPR RI, Jenderal Gatot Subroto Street, Senayan, RT.1/RW.3, 
Gelora, Central Jakarta, Jakarta 10270. The internship program starts on July 22th 
– September 20th, 2019 or lasted for 43 workdays. Bachelor Degree of 
Management, Faculty of Economics, State University of  Jakarta. 
The purpose of internship for the practitioner is to enhance the experience and 
prepare ourselves to face the real world of work and to get insights that are not 
obtained during lectures so that practitioners can improve abilities and skills in the 
world of work by their fields. 
The duties given to the practitioner are managing expenditure documents that the 
nature of payment are the Change of Money (GU) and Direct Payment (LS), and 
managing petty cash. From the implementation of the internship, the practitioner 
knows how the financial management system at Pusat Kajian Anggaran Sekretariat 
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Pemerintah masih menghadapi persoalan tingginya angka 
pengangguran terdidik. Hal ini tercermin dari tingkat pengangguran terbuka 
(TPT) lulusan universitas dengan rentang pendidikan S1 hingga S3 yang 
mencapai 737.000 orang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per 
Agustus 2019, jumlah pengangguran lulusan universitas mencapai 5,67 
persen dari total angkatan kerja sekitar 13 juta orang. Jumlah tersebut di atas 
rata-rata pengangguran nasional yaitu sebesar 5,28 persen.  
Isu bahwa lulusan sarjana banyak yang menganggur, karena sarjana 
yang berdaya saing dan adaptasi rendah.  Saat dunia kerja sudah 
berkembang pesat dalam hal teknologi, relevansi kebutuhan pekerjaan dan 
kurikulum perguruan tinggi yamg tidak saling melengkapi. (Natsir, 2018). 
Maka dari itu, pentingnya mempersiapkan diri untuk untuk 
mengetahui bagaimana dunia kerja  dan mampu beradaptasi melalui Praktik 
Kerja Lapangan (PKL). Hal ini juga diharapkan dapat menciptakan Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang memiliki daya saing unggul, dengan kompetensi 





Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta adalah salah satu yang mempersiapkan mahasiswanya 
dengan bekal teori dan praktik yang memadai memiliki peran penting untuk 
menghasilkan lulusan yang dapat memiliki peran besar di suatu instansi 
pemerintah, perusahaan swasta atau memberi peluang kerja bagi masyarakat 
luas. Salah satu upaya yang dilakukan Universitas Negeri Jakarta adalah 
dengan meningkatkan mutu pendidikan melalui pemberian mata kuliah yang 
relevan dengan kondisi yang dibutuhkan di pasar, salah satunya adalah mata 
kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL). Kegiatan praktik kerja lapangan 
adalah salah satu bagian dari kurikulum perkuliahan program S1 Fakultas 
Ekonomi. 
Melalui kegiatan praktik kerja lapangan, mahasiswa diberikan 
kesempatan untuk dapat mengalami persaingan dunia kerja dan menerapkan 
teori yang telah dipelajari semasa perkuliahan. Kegiatan praktik kerja 
lapangan juga merupakan sarana pembekalan serta tempat pembelajaran dan 
pengalaman bagi para mahasiswa sebelum terjun langsung pada dunia kerja 
yang sesungguhnya. 
Dalam kesempatan ini praktikan memilih Instansi Pemerintah yaitu 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia (DPR-RI) yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot 
Subroto, Jakarta Pusat 10270. Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur 
penunjang DPR, yang berkedududukan sebagai Kesekretariatan Lembaga. 





tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia (Perpres Nomor 27 Tahun 2015 tentang Setjen dan BK 
DPR RI) dinyatakan bahwa Setjen dan Badan Keahlian DPR RI adalah 
aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI.  
Praktikan memilih Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 
sebagai tempat PKL dengan alasan bahwa sangat terbukanya menerima 
mahasiswa PKL untuk dapat mempelajari bagaimana pekerjaan dan tugas-
tugas disana. Selain itu praktikan ingin mengetahui apa saja yang 
membedakan antara prosedur di Instansi Pemerintah dengan Perusahaan 
Swasta. Praktikan ditempatkan pada Badan Keahlian di Pusat Kajian 
Anggaran yang mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas 
DPR RI di bidang perancangan APBN. Praktikan diberi tugas untuk 
mengurus dokumen-dokumen yang sifat pembayarannya adalah Ganti Uang 
(GU) dan  Langsung  (LS), serta mengurus kas kecil (petty cash). 
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) antara lain: 
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan 
a. Merupakan salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa S1 Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
b. Mendapatkan pengalaman kerja di bidang yang sesuai dengan 





c. Memperkenalkan praktikan dengan lingkungan kerja secara langsung. 
d. Menerapkan ilmu – ilmu teoritis yang telah dipelajari saat berada di 
bangku perkuliahan untuk diaplikasikan di lingkungan kerja. 
e. Mewujudkan sosok praktikan yang terampil, kreatif, jujur, mampu 
berinisiatif dan bertanggung jawab. 
2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
a. Mengetahui spesifikasi pekerjaan keuangan di Pusat Kajian Anggaran 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. 
b. Mengetahui perbedaan pekerjaan keuangan di Instansi Pemerintah 
dengan Perusahaan Swasta. 
c. Memperoleh wawasan, keterampilan, dan pengalaman di dunia kerja 
yang sesuai dengan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. 
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Adapun kegunaan dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama praktikan 
melaksanakan pada Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan 
Keahlian DPR RI diharapkan antara lain: 
1. Bagi mahasiswa (praktikan) 
a. Melatih keterampilan sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh selama 
mengikuti perkuliahan di Program Studi S1 Manajemen, Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
b. Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman terutama dalam 
bidang manajemen keuangan untuk siap terjun langsung di  masyarakat 





c. Mengembangkan daya pikir, kreativitas, dan keberanian serta 
kemampuan berkomunikasi yang dibutuhkan dalam lingkungan kerja. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Sebagai sarana pengenalan, perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil. 
b. Membina hubungan baik dengan perusahaan atau instansi yang terkait. 
c. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program pendidikan S1 
Manajemen di Universitas Negeri Jakarta. 
3. Bagi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 
a. Mendapatkan bantuan untuk menyelasaikan tugas dan pekerjaan terkait. 
b. Realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial 
kelembagaan. 
c. Terjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan pihak Universitas 
Negeri Jakarta, terutama Program Studi S1 Manajemen. 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Pusat Kajan 
Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Berikut adalah 
data lengkap mengenai tempat pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut: 
Nama Instansi   : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 
Alamat   : Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan,  
  RT.1/RW.3, Gelora, Kota Jakart Pusat, Daerah    





Telepon   : (021) 5715924 
Fax   : 021 - 571 5925 
Email   : admin@dpr.go.id 
Website   : http://wwsw.dpr.go.id/ 
Bagian Penempatan : Pusat Kajian Anggaran 
Praktikan memilih tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pusat Kajan 
Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI didasari dengan 
harapan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang sudah didapatkan dalam 
bangku perkuliahan yang dimana mencakup mengenai keuangan. Serta 
ptaktikan ingin mengetahui perbedaan mengenai tugas dan prosedur yang ada 
di Instasi Pemerintahan dengan Perusahaan Swasta. 
 
E. Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
Waktu pelaksanaan PKL praktikan terdiri dari beberapa tahapan yaitu, 
tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Rangkaian tersebut antara lain: 
1. Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan, praktikan mengurus kebutuhan surat dan 
administrasi yang diperlukan di Biro Administrasi Akademik dan Keuangan 
(BAAK) UNJ. Setelah surat permohanan selesai dibuat, praktikan segera 
mengajukan ke Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI beserta 
berkas lain sepeerti, Curriculum Vitae (CV), foto diri berukuran 3 x 4, dan 





lamaran, pihak Sekretariat Jenderal Dan BK DPR RI memberitahukan 
bahwa praktikan bisa melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Kemudian praktikan 
diminta untuk datang ke Sekretariat Jenderal DPR RI untuk melengkapi data 
dan berkas-berkas yang diperlukan. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Pusat Kajian Anggaran 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI pada 22 Juli – 20 
September 2019 dengan waktu PKL 9 (sembilan) minggu atau selama 43 
(empat puluh tiga) hari, dengan ketentuan waktu kerja sebagai berikut: 
Tabel I.1 Jadwal Praktik Kerja Lapangan 
Hari Kerja Pukul Keterangann 
Senin-Kamis 
08.00 – 16.00 Jam Kerja 
12.00 – 13.00 Istirahat 
Jumat 
08.00 – 16.00 Jam Kerja 
12.00 – 13.30 Istirahat 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
 
3. Tahap Pelaporan 
Pada tahap ini, praktikan diwajibkan untuk membuat laporan PKL 
sebagai bukti telah melaksanakan PKL pada Pusat Kajian Angaran 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Praktikan 
mempersiapkan dan menyelesaikan laporan PKL pada periode bulan 
September – November 2019. Pembuatan laporan ini merupakan syarat 
kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas 





  Laporan ini berisi pengalaman praktikan selama masa PKL di Pusat 
Kajian Angaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Data - 
data yang diambil praktikan diperoleh langsung dari Pusat Kajian Angaran 






TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah Umum Perusahaan. 
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2005, Sekretaris Jenderal 
DPR RI telah menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 
400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR 
RI, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Sekretaris Jenderal DPR RI No.03/PER-SEKJEN/2013, dalam  Pasal 1 ayat 2 
dinyatakan bahwa Setjen DPR RI dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal 
(Sekjen). Dalam melaksanakan tugasnya Sekjen dibantu oleh Wakil Sekjen 
(Pasal 1 ayat 3).  
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI merupakan unsur 
penunjang DPR, yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga. Dalam 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia (Perpres Nomor 27 Tahun 2015 tentang Setjen dan BK DPR RI) 
dinyatakan bahwa Setjen dan Badan Keahlian DPR RI adalah aparatur 
pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI. 
Selanjutnya  dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa Setjen DPR RI terdiri dari 





Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN dibawah Deputi Bidang 
Anggaran dan Pengawasan. 
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN didalam melaksanakan 
anggaran mempunyai dua Satker yaitu Satker Dewan dan Satker Setjen. 
Disamping itu Biro juga mempunyai 2 program, yaitu Program Dukungan 
Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR yang 
dikelola oleh Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara serta 
Bagian Analisa Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan DPD dan Program 
Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI yang dikelola oleh Sekretariat Badan 
Anggaran. 
Seiring dengan perubahan organisasi sistem pendukung maka seluruh 
dukungan keahlian yang sebelumnya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal  
(Setjen) DPR RI akan dilaksanakan oleh Badan Keahlian DPR RI sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 413 Ayat (2), Undang-undang MD3 bahwa untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, dibentuk 
Badan Keahlian DPR RI. Pada Badan Keahlian, pelaksanaan tugas  dan  fungsi 
untuk dukungan  pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI dilaksanakan oleh  Pusat 
Kajian  Anggaran.   Pusat Kajian Anggaran  merupakan pengembangan dari  
tugas  dan  fungsi dari   Bagian Analisa APBN pada Biro  Analisa  Anggaran  
dan  Pelaksanaan  APBN  Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. 
Selama ini kinerja pelayanan dukungan keahlian fungsi anggaran dapat 





Kegiatan  selama  kurun  waktu  2010-2015 melalui peran dari Biro Analisa 
APBN Setjen DPR RI) antara  lain  membuat  analisis  dan  referensi  dalam  
setiap  pembahasan  Siklus  APBN, yang mencakup Pembicaraan Pendahuluan 
dan Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP), Pembahasan  RAPBN  dan  Nota 
Keuangannya, Pembahasan  Laporan Semester  I  APBN  dan  Prognosis 6 bulan 
berikutnya, Pembahasan RUU Perubahan  APBN,  Pembahasan  RUU  
Pertanggungjawaban  Atas  Pelaksanaan  APBN,  serta  analisis  dan  referensi 
berdasarkan tematik APBN. 
Pusat Kajian Anggaran secara resmi terbentuk setelah disahkannya 
Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2015  tentang  Struktur  Organisasi  
dan Tata  Kerja  Sekretariat Jenderal  dan Badan Keahlian DPR RI. Sesuai 
dengan Peraturan Sekjen tersebut,  tugas  Pusat Kajian Anggaran adalah 
mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang 
perancangan APBN.  Adapun fungsinya adalah: Perumusan dan evaluasi 
rencana strategis Pusat Kajian Anggaran; Perumusan dan evaluasi program 
kerja tahunan Pusat Kajian Anggaran; Perumusan dan evaluasi rencana 
kegiatan dan anggaran Pusat Kajian Anggaran; Koordinasi dan pembinaan 
terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Kajian 
Aggaran; Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan 
pengkajian anggaran; Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran; 
Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran; Penyusunan laporan kinerja 
Pusat Kajian Anggaran; dan, Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada 














Gambar II. 1 Logo SETJEN dan BK DPR RI. 
Sumber : Database SETJEN dan BK DPR RI 
 
Logo Setjen DPR RI terdiri dari tiga bagian yaitu, Gedung Nusantara 
ditengah-tengah dengan kubah/atap gedung berwarna hijau garis-garis pada 
gedung berwarna kuning emas, padi dan kapas melingkari Gedung 
Nusantara dan pita berwarna abu-abu dengan huruf Setjen DPR RI. Logo 
ini bermakna, gedung Nusantara melambangkan segala bentuk aktivitas 
DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur pendukung, dengan 
kubah/atap gedung berwarna hijau mengandung arti dan sifat selalu 
memegang prinsip dapat dipercaya, memiliki kesinambungan, harmonis, 
stabilitas dan simbul kedamaian. 
Adapun padi dan kapas melambangkan dukungan Sekretariat Jenderal 
DPR RI yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam 
menjalankan fungsi dan tugasnya. Sedang pita dengan huruf Setjen DPR RI 
ditengahnya melambangkan suatu kesinambungan proses dukungan 





tidak terlepas/terpisahkan dari sejarah perjuangan politik dan 
ketatanegaraan bangsa dan negara Republik Indonesia. 
Secara keseluruhan, makna logo Sekretaris Jenderal DPR RI adalah 
ungkapan suatu daya/upaya yang mempersatukan dan menyerasikan dalam 
gerak kerja untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DPR RI 
yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. 
2. Visi dan Misi Perusahaan 
Visi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI: 
Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang 
profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR 
RI. 
Misi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI: 
1) Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang 
profesional, andal, transparan, dan akuntabel. 
2) Memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan 
akuntabel. 
 
B. Struktur Organisasi 
Bagan Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan 



















Gambar II. 2 Struktur Organisasi SETJEN dan BK DPR RI. 
Sumber : Database SETJEN dan BK DPR RI 
 
Selanjutnya, berikut ini merupakan struktur serta pembagian tugas dan 
wewenang dari masing-masing bagian yang ada berdasarkan struktur organisasi 
Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jendral dan Badan Keahlian DPR RI di mana 









Gambar II. 3 Struktur Organisasi Pusat Kajian Anggaran. 











1. Kepala Pusat Kajian Anggaran 
Memimpin kegiatan Pusat Kajian Anggaran dalam mendukung 
kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia di bidang anggaran dalam penyusunan dan penetapan 
anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan 
lancar. 
2. Subbagian Tata Usaha 
Menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk 
kelancaran tugas dan fungsi Pusat Kajian Anggaran sesuai dengan peraturan 
yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar 
3. Bidang Transfer Daerah dan Dana Desa 
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang transfer daerah dan dana 
desa 
b. Melaksanakan dukungan pengkajian di bidang transfer daerah dan dana 
desa. 
c. Menyusun laporan kinerja di bidang transfer daerah dan dana desa. 
4. Bidang Pemerintah Pusat 
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang belanja pemerintah 
pusat. 
b. Melaksanakan dukungan pengkajian di bidang belanja pemerintah pusat. 





5. Bidang Perencanaan dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro 
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan perencanaan 
pembangunan. 
b. Melaksanakan dukungan pengkajian perencanaan pembangunan, ekonomi 
makro dan pendapatan negara. 
c. Menyusun laporan kinerja Bidang Analisa Perencanaan Pembangunan, 
Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara. 
6. Bidang Pendatan dan Pembiayaan Anggaran 
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan analisa 
belanja negara. 
b. Melaksanakan dukungan analisa belanja negara dan pembiayaan. 
c. Menyusun laporan kinerja Bidang Belanja Negara dan Pembiayaan. 
 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI mempunyai tugas 
mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang 
administrasi dan persidangan. Di dalam melaksanakan tugasnya, Seekretariat 








a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Jenderal 
b. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 
lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 
c. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
d. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
e. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan 
informasi serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat 
Jenderal dan Badan Keahlian 
f. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 
g. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia 
h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia 
i. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan peracncangan 
undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
j. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
k. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian 






l. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
m. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian parlemen 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
n. Pelaksanaan administrasi Badan Keahlian 
o. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal 
Pusat Kajian Anggaran bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan 
wewenang dan tugas DPR RI di bidang perancangan APBN.  Adapun bentuk 
output kegiatan yang terdiri dari: 
Tabel II.1 Bentuk Output Kegiatan 
No Output Kegiatan Dasar 
Pelaksanaan 














3 Kajian Anggaran 
Mingguan 
Penugasan Isu/tema strategis Individual Publikasi 
4 Pendalaman 
Materi, Data dan 
Informasi 







5 Analisa Ringkas 
Cepat 



















8 Penulisan Karya 
Tulis (Jurnal) 





9 Penulisan Karya 
Tulis (Buku) 

































PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan di Sekretariat Jenderal dan 
Badan Keahlian DPR RI, praktikan ditempatkan pada bagian Pusat Kajian 
Anggaran. Tugas yang diberikan kepada praktikan adalah sebagai berikut: 
1. Mengurus dokumen-dokumen belanja yang sifat pembayarannya adalah 
Ganti Uang (GU). Adapun kegiatan termasuk Belanja GU terdiri dari: 
jamuan rapat diskusi/workshop/semimar, pencetakan buku, uang saku 
Rapat Dalam Kantor (RDK), honorarium narasumber dan moderator dalam 
diskusi, honorarium tim redaksi buku,  dan pembayaran biaya 
regristrasi menghadiri seminar nasional. 
2. Mengurus dokumen-dokumen belanja yang sifat pembayarannya adalah 
Pembayaran Langsung (LS). Adapun kegiatan yang termasuk Belanja LS 
adalah perjalanan dinas dan honorarium PPNPN (Pegawai Pemerintah Non 
Pegawai Negeri). 





B. Pelaksanaan Kerja 
Pelaksanaan praktik kerja lapangan dilaksanakan selama 43 hari kerja 
terhitung dari 22 Juli – 20 September 2019. (Praktik kerja lapangan ini 
dilaksanakan selama hari kerja Senin s.d Jumat yang pada hari Senin s.d Kamis 
dimulai pada pukul 08.00 – 16.00 WIB dan pada hari Jumat dimulai pada pukul 
08.00–16.30) 
Berikut ini uraian tugas-tugas yang dikerjakan praktikan selama Praktik 
Kerja Lapangan di Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan 
Keahlian DPR RI adalah: 
1. Mengurus dokumen-dokumen belanja yang sifat pembayarannya 
adalah Ganti Uang (GU) 
Dalam praktiknya, praktikan bertanggung jawab atas beberapa 
dokumen yang diperlukan untuk pencairan dana pada belanja yang sifat 
pembayarannya adalah Ganti Uang (GU). Ganti Uang (GU) dipergunakan 
untuk mengganti Uang Persediaan (UP) yang terpakai. Uang persediaan 
(UP) adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur 
ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran satker hanya 
untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat 
dilakukan dengan pembayaran langsung. (wikiapbn.org). 
Secara keseluruhan, prosedur pencairan Belanja GU (Ganti Uang) 






















Gambar III. 1 Flowchart kegiatan Belanja GU. 
Sumber : data diolah oleh praktikan 
 
Transaksi yang biasa diurus oleh praktikan pada Belanja GU dan 









1. Surat Perintah Bayar (SPBy) 
2. Daftar Rincian SPBy 
3. Checklist penagihan belanja 
4. Bukti Kas 
5. Kuitansi 
6. Surat Setoran Pajak (SSP) 
Dokumen-dokumen 



















Tabel III.1 Akun Penjurnalan Belanja GU Pusat Kajian Anggaran 
No. Kode Akun Nama Akun Kegiatan 
1 521211 Belanja Bahan Jamuan Rapat dan Pencetakan Buku 
2 521213 Honor Output 
Kegiatan 
Honorarium Tim Redaksi Buku 
3 521219 Belanja Barang 
Non Operasional 
Lainnya 
Biaya Regristrasi Menghadiri Seminar 
4 522151 Belanja Jasa profesi Honorarium Narasumber dan 
Moderator 




Uang Saku RDK (Rapat Dalam 
Kantor) Diluar Jam Kerja 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
Berikut adalah penjelasan mengenai dokumen-dokumen yang 
praktikan kerjakan menyangkut Belanja  Ganti Uang (GU) di Pusat Kajian 
Anggaran:  
a. Membuat Surat Perintah Bayar (SPBy)  
Surat Perintah Bayar (SPBy) digunakan untuk seluruh output 
kegiatan pada belanja GU. Adapun langkah-langkah membuat SPBy adalah 
sebagai berikut : 
1) Praktikan membuka Aplikasi SAS menggunakan username dan 
password Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Kajian Anggaran 
2) Praktikan meng-klik menu “SPP” lalu klik “RUH SPBy” 
3) Praktikan mengisi tanggal, nomor urut SPBy, jumlah, kepada,untuk 
pembayaran, kuitansi/bukti pembelian, kode, kegiatan/output/MAK 
(terisi otomatis setelah memilih kode), setuju lunas di bayar, diterima 











Gambar III. 2 Pengisian Surat Perintah Bayar (SPBy). 
Sumber : data diolah oleh praktikan  
 
4) Jika semua isian sudah terisi, praktikan meng-klik “simpan” 












Gambar III. 3 Hasil Surat Perintah Bayar (SPBy). 











b. Membuat Daftar Rincian SPBy  
Daftar Rincian SPBy digunakan untuk output kegiatan honorarium 
narasumber dan moderator, honorarium tim redaksi buku, dan uang saku 
Rapat Dalam Kantor (RDK). 
 Praktikan membuat daftar rincian SPBy melalui excel dengan 
mengisi data kode kegiatan kode output, tahun anggaran, tanggal nomor 
bukti pembukuan, nama penerima dan keperluan, No SPBy, MAK (Kode 









Gambar III. 4 Rincian SPBy. 
Sumber : data diolah oleh praktikan 
 
c. Membuat checklist penaghihan belanja GU 
Checklist penagihan belanja digunakan untuk seluruh output 
kegiatan pada belanja GU. Adapun langkah-langkah membuat checklist 









1) Praktikan membuka portal semar.dpr.go.id. lalu masuk dengan 
menggunakan username dan password Staff Pejabat Pembuat 
Komitmen. 
2) Praktikan meng-klik “Tambah Karwas” lalu mengisi tanggal 














Gambar III. 5 Pengisian Karwas Checklist Penagihan Belanja GU. 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
 
3) Jika semua isian sudah terisi, praktikan meng-klik “simpan”.  
4) Paktikan meng-klik “Data Transaksi” lalu mengisi No.SPBy, 
tanggal SPBy, nilai SPBy, No. Kasbon, Pengenal, Rekanan, Uraian 
Pekerjaan, pajak yang dibebankan (PPn, PPh21, PPh 22, PPh 23, dan 
PPh lain) tergantung kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan, tipe 






















Gambar III. 6 Pengisian Data Transaksi Checklist Penagihan Belanja GU. 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
 
5) Jika semua isian sudah terisi, praktikan meng-klik “simpan”, lalu 
klik “OK”, dan checklist belanja otomatis terbuat 








Gambar III. 7 Hasil Checklist Penagihan Belanja GU. 














d. Membuat Bukti Kas 
Bukti kas digunakan untuk output kegiatan honorarium narasumber 
dan moderator serta biaya menghadiri seminar. Praktikan membuat bukti 
kas menggunakan mesin ketik dengan mengisi nomor pengenal, jumlah 
uang, tujuan penggunaan uang, dan tanggal kegiatan. 
Pada perincian, praktikan menginput pemotongan PPh pasal 21, 
yaitu dengan ketentuan: 
1) Eselon I  : 15% 











Gambar III. 8 Bukti Kas. 










Gambar III. 9 Perincian Bukti Kas Pemotongan PPh. 
Sumber : data diolah oleh praktikan 
 
e. Membuat Kuitansi 
Kuitansi digunakan untuk output kegiatan pencetakan buku dan 
jamuan rapat. Praktikan membuat kuitansi menggunakan mesin ketik yang 
berisi nomor pengenal, banyaknya uang dan untuk pembayaran (sesuai 




























Gambar III. 10 Kuitansi Pencetakan Buku Buletin APBN. 













Gambar III. 11 Kuitansi Jamuan Rapat. 











f. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) 







Gambar III.12 Kode Akun Pajak dan Kode NPWP. 
 
Gambar III. 12 Kode NPWP dan Kode Akun Pajak 
Sumber : Database Pusat Kajian Anggaran 
 
Surat Setoran Pajak (SSP) digunakan untuk output kegiatan  
pencetakan buku dan jamuan rapat. Praktikan membuat SSP dengan 
mengisi nomor NPWP, nama WP, alamat WP, kode akun pajak, kode jenis 
setoran, uraian pembayaran,tahun pajak, jumlah pembayaran, dan nominal 
terbilang.  
Pada pencetakan buku, pajak yang dihitung adalah PPN (10%) dan 
PPh Pasal 23 (2%) sedangkan pada jamuan rapat, pajak yang dihitung 

























Gambar III. 13 Surat Setoran Pajak (SSP) Pencetakan Buku. 
Sumber : data diolah oleh praktikan 
 
2. Mengurus dokumen-dokumen belanja yang sifat pembayarannya 
adalah Pembayaran Langsung (LS) 
Dalam praktiknya, praktikan bertanggung jawab atas beberapa 
dokumen yang diperlukan untuk pencairan dana pada Belanja yang sifat 











Pembayaran Langsung (LS) adalah pembayaran yang dilakukan 
langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar 
perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja 
lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung. 
(jdih.kemenkeu.go.id) 
Secara keseluruhan, prosedur pencairan Belanja Langsung (LS) 
adalah sebagai berikut : 
 
Gambar III. 14 Flowchart Kegiatan Belanja LS. 








1. Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP) 
2. Checklist penagihan 
belanja 























Kegiatan belanja di Pusat Kajian Anggaran yang sifat 
pembayarannya Langsung (LS) adalah sebagai berikut : 
Tabel IV.2 Akun Penjurnalan Belanja LS Pusat Kajian Anggaran 
No. Kode 
Akun 
Nama Akun Kegiatan Cara Rekanan Menerima 
Uang 








Rekanan menerima dana 
langsung dari kas negara 
lewat rekening 





Rekanan menerima dana 
melalui Bendahara 
Pengeluaran 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
Berikut adalah penjelasan mengenai dokumen-dokumen yang 
praktikan kerjakan menyangkut Belanja Langsung (LS) di Pusat Kajian 
Anggaran: 
a. Membuat Surat Permintaan Pembayaran  (SPP) 
 
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) digunakan untuk seluruh 
output kegiatan pada belanja LS. Adapun langkah-langkah membuat SPP 
adalah sebagai berikut : 
1) Praktikan membuka Aplikasi SAS menggunakan username dan 
password Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Kajian Anggaran 
2) Praktikan meng-klik menu “SPP” lalu klik “RUH SPP” 
3) Praktikan mengisi jenis SPM, nomor SPP, tanggal, nilai SPM, dasar 
pengeluaran (01 UU APBN), jenis dokumen DIPA, jenis pembayaran, 
nominal potongan pajak 











Gambar III. 15 Pengsisian Surat Permintaan Pembayaran (SPP). 
Sumber : data diolah oleh praktikan 
 
5) Jika semua isian sudah terisi, praktikan meng-klik “simpan” 











Gambar III. 16 Hasil Surat Permintaan Pembayaran (SPP). 











b. Membuat checklist penagihan belanja LS 
Checklist penagihan belanja digunakan untuk seluruh output 
kegiatan pada belanja LS. Adapun langkah-langkah membuat checklist 
penagihan belanja sebagai berikut : 
1) Praktikan membuka portal semar.dpr.go.id. lalu masuk dengan 
menggunakan username dan password Staff Pejabat Pembuat 
Komitmen. 
2) Praktikan meng-klik “Tambah Karwas” lalu mengisi tanggal kuitansi 
karwas, kode satker, anak satker, dan cara bayar.  
3) Jika semua isian sudah terisi, praktikan meng-klik “simpan”.  
4) Paktikan meng-klik “Data Transaksi” lalu mengisi nomor pengenal, 
tahun, kode satker, No.SPP, nilai SPP, tanggal SPP, Rekanan, Uraian 
Pekerjaan, pajak yang dibebankan (PPn, PPh21, PPh 22, PPh 23, dan PPh 
lain) tergantung kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan, tipe penerima, 








Gambar III. 17 Pengisian Checklist Penagihan Belanja LS. 









5) Jika semua isian sudah terisi, praktikan meng-klik “simpan”, lalu klik 
“OK”, dan checklist belanja otomatis terbuat 








Gambar III. 18 Hasil Checklist Penagihan Belanja LS. 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
 
c. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) 
Surat Setoran Pajak (SSP) digunakan untuk output kegiatan  
Honorarium Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Pajak 
yang dibebankan adalah PPh pasal 21. 
Praktikan membuat SSP dengan mengisi nomor NPWP, nama WP, 
alamat WP, kode akun pajak, kode jenis setoran, uraian pembayaran,tahun 










Gambar III. 19 Surat Setoran Pajak (SSP) Honorarium PPNPN. 
Sumber : data diolah oleh praktikan 
 
3. Mengurus kas kecil (petty cash) 
Praktikan bertanggung jawab atas transaksi kas kecil (petty cash) di 
Pusat Kajian Anggaran. Kas kecil (Petty Cash) merupakan sejumlah dana 
yang diperuntukkan khusus sebagai pengeluaran yang bersifat rutin dan 
jumlahnya relatif kecil. (guruakuntansi.co.id). Secara keseluruhan, langkah 










Gambar III. 20 Flowchart Kas Kecil (Petty Cash). 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
 
Berikut adalah penjelasan mengenai kegiatan-kegiatan yang 
menyangkut pengurusan kas kecil di Pusat Kajian Anggaran: 
a. Praktikan menerima kuitansi, bukti kas masuk, dan bukti kas keluar  
b. Praktikan mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran pada excel, yang 
terdiri dari tanggal transaksi, keterangan digunakan untuk apa, serta jumlah 
uang masuk dan uang keluar. 
c. Praktikan memastikan transaksi yang terjadi pada hari itu tercatat dan 
bertugas untuk menghitung kembali jumlah akhir kas kecil lalu disesuaikan 
dengan catatan pada excel. 
Penugasan 














Gambar III. 21 Laporan Kas Kecil (Petty Cash). 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
 
 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Setiap melaksanakan suatu pekerjaan pastilah tidak selalu berjalan dengan 
baik. Sama halnya dalam melaksanakan PKL, pasti memiliki suatu kendala 
yang dihadapi. Adapun kendala yang dihadapi praktikan selama melaksanakan 
PKL di Pusat Kajian Anggaran Sekretariat  Jenderal dan Badan Keahlian DPR 
RI antara lain: 
1. Praktikan belum mengetahui istilah-istilah dan prosedur alur keuangan di 
Pusat Kajian Angaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, 
sehingga praktikan harus mempelajari lebih dahulu. 
2. Narasumber atau pakar yang hadir dalam diskusi terkadang berubah atau 
tidak sesuai dengan undangan, sehingga harus mengecek ulang agar tidak 
salah dalam membuat laporan honorarium dan pajak yang dibebankan. 










D. Cara Mengatasi Kendala 
Berdasarkan kendala yang dihadapi praktikan selama melaksanakan PKL 
pada Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI,   
praktikan meminimalisir kendala tersebut dengan cara sebagai berikut: 
1. Praktikan mempelajari terlebih dahulu istilah-istilah yang ada di lingkungan 
perusahaan dengan cara bertanya dengan pembimbing maupun karyawan 
lain, selain itu juga praktikan berinisiatif untuk mencari arti dan 
penjelasannya melalui internet. Contoh-contoh istilah tersebut adalah Rapat 
Dalam Kantor (RDK) di luar jam kerja, Eselon yaitu kedudukan jabatan 
struktural, Dinas Luar (DL), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Surat 
Perintah Bayar (SPBy), dan Surat Permintaah Pembayaran (SPP). 
2. Sebelum praktikan membuat laporan honorarium narasumber dan moderator 
untuk workshop/diskusi, praktikan memastikan dulu siapa narasumber dan 
moderator yang hadir serta tingkat jabatan eselonnya, sehingga tidak terjadi 
kesalahan dalam penghitungan honorarium dan pajak yang dibebankan. 
3. Untuk membiasakan menggunakan mesin ketik, praktikan banyak 







Praktikan telah menyelesaikan kewajiban Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) yang dilaksanakan kurang lebih selama dua bulan terhitung sejak 22 Juli 
2019 sampai 20 September 2019 di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
Kegiatan PKL yang telah dilakukan praktikan memberikan pengalaman 
dan wawasan mengenai dunia kerja. Selain itu kegiatan PKL dapat 
meningkatkan keterampilan, kemampuan beradaptasi, tanggung jawab, dan 
kemandirian. 
Praktikan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:  
1. Praktikan mendapat pengalaman kerja sesuai dengan teori yang telah 
diperoleh selama perkuliahan. Seperti PPN, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23. 
2. Praktikan mengetahui bagaimana prosedur keuangan di instansi pemerintah  
terutama di Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 
DPR RI. Dimana pembayaran menggunakan dua metode yaitu, Ganti Uang 
(GU) dan Langsung (LS). 
3. Praktikan mengetahui perbedaan keuangan pada instansi pemerintah 
terutama Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 
DPR RI dengan perusahaan swasta, yaitu output yang dihasilkan adalah 





kesejahteraan masyarakat, sedangkan perusahaan swasta menghasilkan 
barang/jasa untuk memperoleh laba.  
4. Praktikan memperoleh pengetahuan mengenai sistem pengelolaan data  
keuangan yang digunakan oleh instansi pemerintahan yaitu Aplikasi SAS 
dan khususnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia yaitu SEMAR. 
5. Praktikan memperoleh pengalaman, wawasan, dan keterampilan dari dunia 
kerja yang sesungguhnya selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. 
 
B. Saran 
Setelah mengetahui secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh para 
karyawan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia di Pusat Kajian Anggaran, maka praktikan ingin 
memberikan beberapa saran dan masukan yang diharapkan dapat bermanfaat 
untuk pihak Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian DPR RI, Universitas 
Negeri Jakarta, dan para mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL). Berikut adalah beberapa saran dan masukan dari praktikan:  
1. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKL 
a. Persiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk PKL agar memperlancar 







b. Sebelum pelaksanaan PKL dimulai, sebaiknya mahasiwa sudah 
mengetahui bidang kerja dan tugas yang akan ditempuh selama praktik 
kerja. 
c. Melatih kemampuan berkomunikasi yang baik dan benar, karena 
komunikasi merupakan aspek penting dalam melakukan PKL. 
d. Memiliki inisiatif yang tinggi untuk mengambil peran dalam 
perusahaan, sehingga mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang 
lebih banyak. 
2. Bagi pihak Universitas 
a. Senantiasa menjalin hubungan baik dengan berbagai institusi, lembaga, 
maupun perusahaan yang berpotensi mengembangkan pengetahuan dan 
wawasan mahasiswa yang akan melaksanakan PKL. 
b. Selalu memberikan informasi maupun arahan kepada mahasiswa 
mengenai kegiatan PKL. 
3. Bagi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 
a. Mempertahankan lingkungan kerja yang aman dan nyaman terutama 
untuk mahasiswa PKL. 
b. Memberikan pengarahan yang lebih jelas mengenai tugas dan 
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1. Perkenalan dengan seluruh karyawan 
Pusat Kajian Anggaran SETJEN dan 
BK DPR RI 
2. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) 
untuk kegiatan Honorarium PPNPN 







1. Mencatat kas kecil (petty cash) 
2. Membuat bukti kas honorarium 







1. Membuat Surat Perintah Bayar (SPBy) 
melalui SAS 
2. Membuat rincian SPBy 
3. Membuat checklist penagihan belanja 







1. Menyerahkan dokumen perjalanan 
dinas ke bagian Sekretariat Jenderal, 
Perjalanan Dinas,  Perencanaan dan 
Keuangan 







1. Membuat bukti kas honorarium 
narasumber dan moderator diskusi 
2. Mengantar buku bulletin ke fraksi-







1. Membuat bukti kas honorarium 
narasumber dan moderator diskusi 
2. Membuat Surat Perintah Bayar 
(SPBy) melalui SAS 
3. Membuat rincian SPBy 
4. Membuat checklist penagihan belanja 







1. Mengikuti diskusi pakar bersama 
Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan (DJPK) 
2. Membuat bukti kas honorarium 
narasumber dan moderator diskusi 
3. Membuat Surat Perintah Bayar 
(SPBy) melalui SAS 
4. Membuat rincian SPBy 
5. Membuat checklist penagihan belanja 








1. Membuat bukti kas pembayaran 
regristrasi menghadiri seminar 
nasional 
2. Membuat checklist penagihan belanja 






3. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) 







1. Membuat bukti kas honorarium 
narasumber dan moderator 
2. Mengikuti diskusi pakar bersama 
Kementerian Desa 







1. Mengantar laporan pertanggung 
jawaban perjalanan dinas ke bagian 
perjalanan dinas, perencanaan dan 
keuangan 
2. Mengarsipkan laporan pertanggung 
jawaban honorarium narasumber dan 







1. Membuat bukti kas honorarium 
narasumber dan moderator 








1. Membuat bukti kas honorarium 
narasumber dan moderator diskusi 
2. Membuat Surat Perintah Bayar 
(SPBy) melalui SAS 
3. Membuat rincian SPBy 
4. Membuat checklist penagihan belanja 
GU melalui SEMAR 







Mengarsipkan laporan pertanggung 
jawaban perjalanan dinas, honorarium 
narasumber dan moderator, jamuan rapat 








1. Membuat bukti kas honorarium 
narasumber dan moderator diskusi 
2. Membuat Surat Perintah Bayar 
(SPBy) melalui SAS 
3. Membuat checklist penagihan belanja 
GU melalui SEMAR 
4. Membuat rincian SPBy 







1. Mengantar dokumen laporan 
pertanggung jawaban perjalanan dinas 
beserta pengembalian sisa uang ke 
bagian perjalanan dinas, perencanaan 
dan keuangan 
2. Mengurus uang saku Rapat Dalam 
Kantor (RDK) 
3. Membuat checklist penagihan belanja 
GU jamuan rapat koordinasi bulan Juli 
2019 







1. Membuat bukti kas honorarium 





2. Membuat Surat Perintah Bayar 
(SPBy) melalui SAS 
3. Membuat checklist penagihan belanja 
GU melalui SEMAR 
4. Membuat rincian SPBy 







1. Membuat bukti kas honorarium 
narasumber dan moderator diskusi 
2. Membuat Surat Perintah Bayar 
(SPBy) melalui SAS 
3. Membuat checklist penagihan belanja 
GU melalui SEMAR 
4. Membuat rincian SPBy 







1. Membuat checklist penagihan belanja 
LS melalui SEMAR 
2. Membuat Surat Permintaan 







1. Membuat bukti kas honorarium 
narasumber dan moderator diskusi 
2. Membuat Surat Perintah Bayar 
(SPBy) melalui SAS 
3. Membuat checklist penagihan belanja 
GU melalui SEMAR 
4. Membuat rincian SPBy 







1. Membuat bukti kas honorarium 
narasumber dan moderator diskusi 
2. Membuat Surat Perintah Bayar 
(SPBy) melalui SAS 
3. Membuat checklist penagihan belanja 
GU melalui SEMAR 
4. Membuat rincian SPBy 







1. Membuat bukti kas honorarium 
narasumber dan moderator diskusi 
2. Membuat Surat Perintah Bayar 
(SPBy) melalui SAS 
3. Membuat checklist penagihan belanja 
GU melalui SEMAR 
4. Membuat rincian SPBy 







1. Membuat bukti kas honorarium 
narasumber dan moderator diskusi 
2. Membuat Surat Perintah Bayar 
(SPBy) melalui SAS 
3. Membuat checklist penagihan belanja 
GU melalui SEMAR 
4. Membuat rincian SPBy 











1. Membuat kuitansi pencetakan buku 
buletin 
2. Membuat surat jalan pencetakan buku 
buletin 
3. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) 
pencetakan buku buletin (PPN dan PPh 
pasal 23) 
4. Membuat checklist penagihan belanja 
GU melalui SEMAR 








1. Membuat kuitansi seminar kit 
2. Membuat surat jalan seminar kit 
3. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) 
seminar kit (PPN dan PPh pasal 23) 
4. Membuat checklist penagihan belanja 
GU melalui SEMAR 








1. Membuat bukti kas honorarium 
narasumber dan moderator 
2. Membuat Surat Perintah Bayar 
(SPBy) melalui SAS 
3. Membuat rincian SPBy 
4. Membuat checklist penagihan belanja 
GU melalui SEMAR 
5. Mecatat kas kecil (petty cash) 








1. Membuat bukti kas honorarium 
narasumber dan moderator 
2. Membuat kuitansi jamuan rapat 
koordinasi 
3. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) 








1. Mengantar dokumen belanja GU 
pembayaran honorarium, jamuan 
rapat, seminar kit ke bagian 
perencanaan dan keuangan 
2. Mengantar buku buletin ke Komisi I-
XI 







1. Membuat kuitansi jamuan rapat 
koordinasi bulan Agustus 2019 
2. Membuat checklist penagihan belanja 
GU melalui SEMAR 
3. Membuat Surat Perintah Bayar 





4. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) 







1. Membuat kuitansi jamuan rapat 
koordinasi bulan Agustus 2019 
2. Membuat checklist penagihan belanja 
GU melalui SEMAR 
3. Membuat Surat Perintah Bayar 
(SPBy) melalui SAS 
4. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) 











1. Membuat checklist penagihan belanja 
LS perjalanan dinas melalui SEMAR 
2. Membuat Surat Perintah Pembayaran 
(SPP) perjalanan dinas melalui SAS 















1. Membuat kuitansi jamuan rapat 
koordinasi bulan Agustus 2019 
2. Membuat checklist penagihan belanja 
GU melalui SEMAR 
3. Membuat Surat Perintah Bayar (SPBy) 
melalui SAS 
4. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) 











1. Mengarsipkan laporan pertanggung 
jawaban honorarium narasumber dan 
moderator ke dalam file PKA 







1. Membuat checklist penagihan belanja 
GU uang saku RDK melalui SEMAR 
2. Membuat rincian SPBy uang saku 
RDK 
3. Membuat Surat Perintah Bayar (SPBy) 







1. Membuat bukti kas honorarium 
narasumber dan moderator 
2. Membuat Surat Perintah Bayar 
(SPBy) melalui SAS 
3. Membuat rincian SPBy 
4. Membuat checklist penagihan belanja 








5. Membuat bukti kas honorarium 





6. Membuat Surat Perintah Bayar 
(SPBy) melalui SAS 
7. Membuat rincian SPBy 
8. Membuat checklist penagihan belanja 








1. Membuat bukti kas honorarium 
narasumber dan moderator 
2. Membuat Surat Perintah Bayar 
(SPBy) melalui SAS 
3. Membuat rincian SPBy 
4. Membuat checklist penagihan belanja 







1. Mengarsipkan laporan pertanggung 
jawaban honorarium narasumber dan 
moderator ke dalam file PKA 








1. Membuat bukti kas honorarium 
narasumber dan moderator 
2. Membuat Surat Perintah Bayar 
(SPBy) melalui SAS 
3. Membuat rincian SPBy 
4. Membuat checklist penagihan belanja 
GU melalui SEMAR 







1. Membuat checklist penagihan belanja 
LS perjalanan dinas melalui SEMAR 
2. Membuat Surat Perintah Pembayaran 
(SPP) perjalanan dinas melalui SAS 







1. Membuat bukti kas honorarium 
narasumber dan moderator  
2. Membuat Surat Perintah Bayar 
(SPBy) melalui SAS 
3. Membuat rincian SPBy 
4. Membuat checklist penagihan belanja 
GU melalui SEMAR 







1. Membuat kuitansi pencetakan buku 
buletin 
2. Membuat surat jalan pencetakan buku 
buletin 
3. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) 
pencetakan buku buletin (PPN dan 
PPh pasal 23) 
4. Membuat checklist penagihan belanja 
GU melalui SEMAR 












1. Membuat kuitansi jamuan rapat 
koordinasi bulan Agustus 2019 
2. Membuat checklist penagihan belanja 
GU melalui SEMAR 
3. Membuat Surat Perintah Bayar (SPBy) 
melalui SAS 
4. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) 
jamuan rapat (PPh Pasal 23) 
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